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BlJPATI LAMPUNG TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 
NOMOR to TAHUN 2008
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (L:\KHAR BNK)
 

DENGA'.\J RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATl LAMPUNG TIMUR,
 

Menimbang a. bahwa peredaran illegal dan penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, prekusor clan bahan adiktif lainnya eli Kabupatcn 

Lampung Timur semakin rneningkat sehingga perlu dilakukan 

penanganan yang lebih kornprehensif dan terpadu: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, dan untuk menunjang k~jancaran pelaksanaan tugas Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK) sesuai dengan amanat Peraturan 

Presiden Nornor 83 Tahun 2007 tentang Badan >:arkotika Nasional, 

Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika 

Kabupaten (Lakhar BNK). 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun ]964 tentang Pernbentukan 

Daerah Tingkat I Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nornor 95, Tambahan Lembaran Negara 

NomOI 2688); 

2.	 Undang-Undang Nomor g Tahun 1974 temang Pokok - Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ]974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 169, 

Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 );onor 

76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209\: 



Menetapkan 

4.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
 

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4168);
 

5.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan
 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
 

Nomor 4389);
 

6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noma:
 

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaiman telah
 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
 

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggami Undang-Undang Nornor
 

3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 32
 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang ­


Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
 

108, Tambahan Lembaran Negara Nomr 4548);
 

7.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan
 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 

8.	 Pcraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
 

Urusan Pcmcriniahan Amara Pemerintah, Pernerintahan Daerah
 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota;
 

9,	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
 

Perangkat Daerah;
 

10. Peraturan Presiden 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika
 

Nasiorial, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika
 

Kabupaten IKotn;
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun
 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
 

Pemerintahan Daerah.
 

MEMUTUSKi\N : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA PELAKSANA HARlAN BADAN ~ARKOTIK.\ 

KABUPATEN (LAKHtL6AER1Br~-J'Kg'IL._---------------- ­



,.."" 

BABI
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasal I
 

Dalam Peraturan in! yang dimaksud dengan : 

1.	 Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur 

2.	 Kepala Daerah aclalah Bupati Lampung Timur 

3.	 Badan Narkotika Kabupaten yang sclanjutnya disebut dengan BNK adalah Badan 

Narkotika Kabupaten Lampung Tirnur 

4.	 Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan 

Narkotika Kabupaten Lampung Timur. 

5.	 Kepala Pclaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah kepala 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Larnpung Tirnur. 

6.	 Pencegahan dan pcmberantasan pcnyalahgunnan dan dan pcredaran gelap narkotika, 

psikotrapika, prekusor dan bahan adiktif lainnya selanjutnya disebut dengan P4GN adalah 

pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya eli Kaqbupaten Lampung Timur. 

GAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 

Bagian Kcsatu
 

Peru bentukan
 

Pasal2 

Untuk mernperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, rnelalt.i 

Peraturan ini dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK. 

Bagian Kedua
 

Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasa13
 

(1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK. 

(2)	 Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut 

Kalakhar BNK.
 

Pasal4
 

Lakhar BNK mempunyai tugas mernberikan dukungan ieknis administratif dan operasional 

kepacla BNK di bidang P4GN. 



Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar BNK mempunyai 

Iungsi : 

a.	 pCrLlIl1L1San kcbijakan eli bidang P4GN seSLWI dengan peraturan Perundang ­

undangan yang berlaku ; 

b.	 penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan 

percduran gelup nukotiku, psikotropika. prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

c.	 penetapan kcbijakan teknis. program dan rcncana pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya ; 

d.	 penctupan kebijakan tek nis, program dan rencana penaggulangan penyalah gunaan 

dan pcredarun f2CIZl]J narkotika. psikotropika dan bahan adiktif lainnya ; 

c.	 pengelolaan urusan kesekrctariatan. 

• 
BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal b 

(1)	 Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari : 

a.	 Kepala Lakhar; 

b.	 Sekrerurint. \'~\I1g membnwahi: 

- Sub bagiun Percncunaan dan Keuangun: 

- Subbagian Ull111l11 dan Kepegawaian; 

c.	 Seksi Pencegahan ; 

d.	 Seksi Penegakan Hukum; 

•
 
e. Seksi Terapy dan Rehabilitasi:
 

f.	 Seksi Data dan lnlormasi 

g.	 Satuan Tugas ; 

(2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tak tcrpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 7 

Sekretariat mcmpunyai ILlgdS mcnyclcuggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan 

administrasi keuangan, adrninistrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan 

perlengkapun, hubuugau masyarakut dan keprotokolan. 

Pasal 8 

Untuk mcluksanakuu tugas tcrsebut pada Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : 

b. penyusunan rcncana anggaran dan pengelolaun adminisrcasi keuangan : 



c.	 pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan ; 

d.	 pengeloaan urusan administrasi kepegawaian. 

Pasal9 

(1)	 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tug as melaksanakan penyusunan 

program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta 

menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan dan rnenyusun 

Japoran pertanggung jawaban pengelolaan anggaran. 

(2)	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian. 

Pasal 10 

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sistem informasi, 

sosialisasi dan penyuluhan serta advokasi dan mengembangkan kelembagaan clan 

partisipasi masyarakat dalam P4GN. 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksuc dalam Pasal 10. Seksi Pencegahan 

mempunyai fungsi : 

a.	 pembangunan system informasi P4GN; 

b.	 pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN: 

c.	 pelaksanaaan advokasi; 

d.	 pcngembangan lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pe.aksanaan P4GN; 

Pasal 12 

Seksi Penegakan Hukum mcrupunyai tugas mcngoordinasikan kcgiaian ~nyelidikan dan 

penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. psikotropika. prekusor 

dan bahan adiktif lainnya, pengelolaan dan pengamanan barang t-uk:i serta penegal.an 

hukum lainnya. 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Seksi Penegakar; r.'';'~~--:­

mcmpunyai fungsi : 

a.	 koordinasi pelaksanaan kegiatan operas: dan razia terhadap penyalahgunaar: >-~. 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya: 



b. koordinasi pelaksanaan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, 

psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

c. koordinasi penindakan alas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika. prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

d. inventarisasi barang bukti penyalahgunaan dan percdaran gelap narkotika. 

psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

e. inventarisasi penyimpanan dan pengarnanan barang bukti penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

Pasal 14 

Seksi Terapy dan Rehabi!itasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pernbinaar; ,2.-. 

pembangunan terapi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif penyalahgunaar ,2.'1 

percdaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya. 

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksut dalam pasal 14, Seksi Te:-::;:-:. .iar. 

Rehabilitasi mernpunyai fungsi : 

a.	 koordinasi pcrnbinaan dan pembangunan terapi terhadap korban penya.ar.guraan 

narkoiika, psikotropika, prokusor dan bahan adiktif lainnya ; 

b.	 koordinasi pernbinaan dan pembangunan pelayanan medik dan psikotrap: :~:-::.3dap 

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokusor dan bahan adikt.; :~:~~,:::i : 
'",.	 koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi medik terhadap k".:'~;';:~asi 

penyakit akibat pcnyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokusor dan ta.::.::.:-. ::':iUif 

lainnya; 

d.	 koordinasi pcmbinaan dan pembangunan rehabilitasi psikis terhaca;: !-;'o,:'an 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokusor dan bahan adiktif lainr.ya . 

Pasal 16 

Seks: Data dan lnforrnasi mcrnpunyai tugas mcngkoordinasikan pengumpui.m .:.:::.:: :::":1 

informasi pcnyalahgunaan dan pcrcdarun narkotika. psikotropika. prekuscr J.:::-. :-'::::.l:". 

adiktif lainnya. 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Data ,::::­

!nformasi mempunyai fungsi : 

e.	 koordinasi pengumpulan dan pengolahan data korban penyalahgunaan narkotika. 

psikotropika, prokusor dan bahan adiktif lainnya ; 



f.	 koordinasi pengumpulan informasi terjaclinya penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, prokusor dan bahan adiktif lainnya ; 

Pasal 18 

(l ) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas- tugas operasional P4GN. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas-tugas Satuan Tugas akan 

ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK. 

BAB IV
 

ESELONERING
 

Pasal 19
 

(1)	 Kalakhar BNK adalah jabatan struktural eselon [II a. 

(2) Sekretaris pada Lakhar I3NK adalah jabatan struktural eselon III b. 

(3)	 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural 

eselon IVa. 

BAB V
 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 

DALAM JABATAN
 

Pasal 20
 

(1) Kalakhar,	 Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat clan 

diberhentikan oleh Bupati. 

(2)	 Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota 

kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan 

memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

(3) Anggota Satuan Tugas diangkat oleh Ketua BNK. 

BAB VI
 

TATA KERJA
 

Pasal21 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan satuan tugas wed ib 

mencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

masing-rnasing rnaupun antar satuan orguuisas: eli lingkungan pernerintah dacrah scrta 

dcngan insiansi lain sesuai dengan lugas musing- masing. 



Pasal22 

(l)	 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan 

bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah- langkah yang diperlukan 

scsuai clengan peraturan perundang- undangan. 

(2)	 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-rnasing dan wajib memberikan bimbingan serta 

pctunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 

(3)	 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mcngikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masirng dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya; 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahanya wrjib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(5)	 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 

wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 

mernpunyai hubungan kerja; 

(6) Dalam	 melaksanakan tugas setiap pimpman unit organisasi dibantu oleh unit 

organisasi dibawahnya dan dalarn rangka pernbinaan dan bimbingan kepada 

bawahan masing- masing wajib rncngadakan rapat berkala. 

Pasal23 

Kalakhar 8NK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BNK 

secara berkala dan tepat waktu. 

BAB VII
 

PEMBIAYAAN
 

Pasal24
 

(1)	 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lakhar BNK 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Larnpung 

Timur. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (I), kepada Lakhar BNK dapat diberikan 

bantuan lain sesuai dcngan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 



BAB VIlI
 

PENUTUP
 

Pasal25
 

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan 1111, akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal'2 b 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Lampung Timur. 
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1/ 

i. j pada tanggal 10 0vl[ 2008T?f:t.. ·..lSEKDA KAB. I.., _/ASS. I 

ASS, II: 
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BAG. HKM 
SATONO 
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Diundangkan di Sukadana 

pada ianggal [0 Jult 2008 

SEKnETAIUS DAERA II, 

I WAYAN SlITAR.JA 

BElUTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TliV1UR TAHUi\ 2008, NOMOR (0 



Larnpiran Peraturan Bupati Lampung Tirnur 
Nornor (0 r~nul'l 2008 
Tanggal: /0 j'ull 2008 
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